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ABSTRAK

Nama : Isma Nurillah

Nim 02111001132

Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap
Pembantu Rumah Tangga Di Kota Palembang

Obyek penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum pidana
terhadap pembantu rumah tangga (PRT) korban kekerasan oleh majikan (studi
di Kota Palembang) Rumusan masalah yang diambil penulis dalam penelitian
ini adalah tindak pidana kekerasan terhadap PRT dalam persfektif Kriminologi
serta bagaimana implementasi penegakan hukum di kota Palembang. Tujuan
dari diadakannya penelitian ini adalah untuk memaparkan faktor yang
menyebabkan kekerasan terhadap PRT korban kekerasan oleh majikan dapat
terjadi dan juga untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana kekerasan
terhadap pembantu rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Normatif dan diperkuat dengan data empiris berupa
wawancara. Adapun teknik yang dipergunakan adalah mengumpulkan bahan-
bahan hukum serta wawancara ke Kepolisian Resort Kota Palembang dan
WCC. Dari penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil, kekerasan terhadap
PRT yang dilakukan oleh majikan dikarenakan majikan masih sulit menerima
PRT dikatagorikan dalam lingkup keluarga ( pasal 2 Undang-Undang Nomor
23 tahun 2004) sehingga majikan berasumsi bahwa pembantu hanyalah pekerja
dan patut diperlakukan semena-mena, padahal perlindungan hukum terhadap
PRT sudah banyak diantaranya UU Nomor 23 tahun 2004, konvensi ILO No
189, UU No 23 tahun 2002.

Kata kunci : Kriminologi, Kekerasan, Pembantu Rumah Tangga, Penegakan
Hukum

Xiii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada saat ini banyaknya para wanita bekerja sebagai Pembantu Rumah
Tangga (PRT) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembantu ini bekerja
kepada seorang majikan dengan memiliki ketergantungan akan upah yang ia
peroleh, keadaan tersebut menyebabkan sikap sewenang-wenang dari majikan
dengan melakukan Tindak Pidana kekerasan terhadap PRT. Tindak pidana
kekerasan terhadap pembantu ini sebenarnya sudah di atur dalam Pasal 5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), akan tetapi pada
kenyataannya Undang-Undang ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan
tindak kekerasan terhadap PRT masih saja di jumpai®.

Rumah tangga selama ini dianggap sebagai tempat yang aman karena
selurun anggota keluarga  merasa damai dan terlindungi.  Padahal
sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan

dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta, 11,4 persen di

! Dewi Chandra Purnama, Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Terhadap Pembantu Rumah Tangga Oleh Majikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No
23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses dari
http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/125 pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 22.00 WIB.


http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/125

antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan
mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa
kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami
berselingkuh. Jauh sebelumnya, Rifka Annisa Women’s Crisis Center
(WCC) di Yogyakarta tahun 1997 telah menangani 188 kasus kekerasan
terhadap perempuan, di antaranya 116 kasus menyangkut Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT)?. Sedangkan di Kota Palembang setidaknya ada 5
kasus yang pernah terjadi namun kasus kekerasan terhadap PRT hanya sebatas
pengaduan dan beberapa waktu kemudian dilakukan pencabutan oleh yang
bersangkutan sehingga proses hukum hanya sebatas pendataan saja’.

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap pembantunya
salah satu contohnya kasus yang terjadi di Bekasi, selama 4 tahun bekerja
sebagai PRT, lka disiksa dan dianiaya oleh ibu majikannya. Dia selalu dipukuli
habis-habisan, bahkan kedua lengannya pernah disetrika. Awalnya dimarahi
pelan-pelan tapi semakin lama semakin keras hingga akhirnya majikannya
menganiayanya. Contoh lainnya adalah pembantu rumah tangga asal Wonosobo
yaitu Hapsari (39 thn) disiksa hingga tewas oleh majikannya. Badannya tingga

tulang dibalut kulit, selain itu terdapat luka lebam pada kaki Kiri lutut serta

2 Lamber Missa, “Studi Kriminologi Dalam Kekerasan Rumah Tangga Studi Kasus Di
Kota Kupang”, fakultas Hukum, pascasarjana program magister ilmu hukum, Semarang:
UNDIP, 2010, him. 10.

® Wawancara Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota
Palembang Iptu Imelda tanggal 2 Juni 2015.



pelipis. Ditemukan juga luka setrika, siraman air panas dan sundutan rokok di
alat vital korban®.

Pekerjaan PRT sebenarnya mempunyai potensi ekonomi yang cukup
berarti, bahkan bisa membantu kehidupan ekonomi keluarganya di daerah asal.
Namun karena selama ini posisinya masih rentan terutama menghadapi
majikannya, maka potensi ekonominya tidak bisa dimanfaatkan secara
maksimal. Padahal kontribusi dan peran PRT sangat besar terutama pada
keluarga yang suami isteri bekerja. Seringkali posisi sebagai PRT ini justru
kurang mendapatkan perhatian dan penghargaan yang memadai.

Ketergantungan akan jasa PRT diperkotaan disebabkan beberapa hal yaitu®

1. Bentuk keluarga di kota adalah keluarga inti terdiri dari ayah ibu dan
anak-anak. Apabila pekerjaan rumah tangga tidak dapat diselesaikan
dalam rumah tangga maka terpaksa dicari tenaga dari luar.

2.Karena kemajuan jaman, dimana kaum wanita semakin mendapatkan
kesempatan berkarir di luar rumah, untuk kegiatan sosial maupun

komersial sehingga pekerjaan rumah tangga harus ditangani orang luar.

* “Memanusiawikan Manusia”, Tribun Sumsel, edisi kamis, 25 Januari 2015, him 4
kolom 3.
® Yunindyawati, Tingkat Keberdayaan Pembantu Rumah Tangga Di Perkotaan ( Studi

Tentang Potensi Ekonomi Dan Pola Remittance Pembantu Rumah Tangga Di Kota
Palembang), diakses http://sosiokita-sosio.blogspot.com/2012/02/remittance-pemantu-rumah-
tangga.html pada tanggal 04 Maret 2015 Pukul 00.00 WIB.


http://sosiokita-sosio.blogspot.com/2012/02/remittance-pemantu-rumah-tangga.html
http://sosiokita-sosio.blogspot.com/2012/02/remittance-pemantu-rumah-tangga.html

3.Adanya lapisan masyarakat yang seolah-olah mengharuskan mereka
memiliki atribut-atribut tertentu.

Definisi secara formal akan PRT sampai saat ini belum termuat secara
jelas, PRT definisi Undang-Undang Ketenagakerjaan berbeda dengan Konvensi
Internasional Labour Office (ILO) No 189. Perlindungan terhadap PRT tidak
hanya terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
2004 ataupun dalam konvensi ILO 189 saja melainkan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Dasar (UUD) juga melindungi
hak-hak PRT. Dalam KUHP Pasal 170 KUHP dikatakan bahwa:

“(1) Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah
diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila la
dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang
digunakan itu mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling
lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat;
(KUHP 90.) 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila

kekerasan itu mengakibatkan kematian”

Pasal ini menjelaskan bahwa hukum di negara Indonesia tidak
membenarkan adanya kekerasan baik itu bersifat fisik, psikis, seksual maupun
berupa pelantaran. Jika seorang individu melakukan kekerasan tersebut maka

sanksi pidana akan menjadi balasannya.



UUD 1945 dijelaskan akan perlindungan hak-hak dan kewajiban warga
negaranya yakni “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
vang layak bagi kemanusiaan % Jalu dalam Pasal 28 A dikatakan setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”
serta dalam Pasal 28 D, 28 I, serta 28 J. Penjabaran Pasal-Pasal ini bermakna
bahwa negara secara sadar untuk dapat melindungi warga negaranya agar dapat
hidup damai dan rukun serta terlindungi atas dasar keadilan .

Perlindungan terhadap PRT juga terlihat dari penerbitan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja (PERMENAKER) Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan terobosan hukum untuk melindungi
keberadaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Menurut M Hanif Dhakiri’,

“Selama ini Indonesia belum punya Undang-Undang yang mengatur
mengenai pekerja domestik atau sektor rumah tangga. Sehingga
Permenaker Perlindungan PRT ini, dinilainya, sudah sesuai dengan
kebutuhan di masyarakat.Terdapat beberapa prinsip pokok Permenaker
02/2015 tentang Perlindungan PRT.Pertama, negara hadir melindungi
pekerja di seluruh Indonesia sampai yang ada di rumah tangga
sekalipun. Kedua, Permenaker ini tetap menghormati tradisi, konvensi

dan adat istiadat yang berlaku terkait dengan PRT. Ketiga, peran

® pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

” Anonim, Upah PRT Berdasar Kesespakatan Kerja, diakses dari http://www.pikiran-
rakyat.com/node/312947 pada tanggal 05 Maret 2015 Pukul 11.57 WIB (Menteri Tenaga kerja
Republik Indonesia masa bakti 2014-2019).


http://www.pikiran-rakyat.com/node/312947
http://www.pikiran-rakyat.com/node/312947

Gubernur dan Pemeritah daerah (Pemda) sebagai pengawas, pemberi
izin dan pemberi sanksi bagi lembaga yang melakukan pelanggaran.

Keempat, penegasan kepada lembaga penyalur bahwa tidak boleh
memungut dana apapun dari calon PRT. Kelima, PRT berhak atas
upah, cuti, waktu ibadah, jaminan sosial dan perlakuan manusiawi.
Serta mendapat hak sesusai kesepakatan dengan pengguna.Keenam,
peran RT (Rukun Tetangga) atau lingkungan untuk turut serta
mengawasi.Ketujuh, izin operasional lembaga di cabut oleh Gubernur

dan bila ada perpanjangan izin juga di Pemda dengan bebas biaya”.

Dapat dikategorikan motif yang melatar belakangi hal ini disebabkan
karena budaya Patriarkhi. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang
menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam
organisasi sosial. Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di mana
laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan
garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang),
hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam
status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan pria
dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual. Lalu budaya feodal
dimana PRT selalu di tempatkan sebagai buruh sehingga layak berada di
golongan bawah sebagai pekerja sehingga layak diperlakukan sebagai budak
bagi majikan, motif selanjutnya adalah kecendrungan ekonomi yang bearti

pembayaran gaji yang tertunda oleh majikan hal ini justru menyebabkan



majikan bertindak sewenang-wenang karena merasa memiliki PRT sehingga
pelampiasan emosional dapat dilakukan®.

Kriminologi dapat membantu menjawab permasalahan ini dalam aspek
latar belakang perbuatan hal ini dikarenakan kriminologi adalah ilmu yang
mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab timbulnya kejahatan, cara
menghadapi kejahatan serta reaksi yang ditimbulkan oleh kejahatan®.

Fenomena banyaknya tindakan kekerasan PRT maka perlu melihat
permasalahan ini dari sudut kenapa perbuatan tersebut dapat terjadi. Latar
belakang tindakan yang menjadi pendorong kekerasan tersebut, oleh karena itu
ilmu kriminologi sangat diperlukan guna mengungkap gejala tindak pidana
kekerasan yang ditimbulkan terhadap PRT.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka
ditelitilah lebih lanjut tentang kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga
dengan judul “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan terhadap

Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Kota Palembang”.

8 Anonim, Pengaruh Budaya Patriarkhi Terhadap KDRT, diakses dari
https://prezi.com/ps70e_ybgmwg/pengaruh-budaya-patriarki-pada/ pada tanggal 5 Maret 2015
Pukul 01.00 WIB.

% Syarifuddin Pettanasse, mengenal kriminologi, Unsri, Palembang, 2013, him. 25.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dapat

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Majikan kepada

PRT dalam Persfektif Kriminologi ?

2. Bagaimana Penegakan Hukum UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam hal

Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Majikan Terhadap PRT

Di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
1.Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan Kriminologi terhadap
Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan majikan kepada PRT.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum UU Nomor 23 tahun

2004 dalam hal tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh majikan

terhadap prt di kota palembang.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum khususnya
ilmu hukum pidana mengenai penerapan dan pengaturan hukum
pidana.

b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah-masalah yang
ada sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dipelajari lebih lanjut
khususnya oleh mahasiswa Fakultas Hukum.

c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan mengenai faktor-faktor kriminologis penyebab tindak pidana
terhadap PRT yang tentunya selalu berkembang sesuai dengan
perkembangan zaman

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan atau informasi
khususnya bagi penulis sendiri dan pada umumnya bagi masyarakat
umum atau praktisi hukum, mengenai peraturan yang berhubungan
dengan tindak pidana Kekerasan terhadap PRT.

b.Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi

masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dalam



mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana Kekerasan
PRT yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan
masukan bagi para penegak hukum dalam rangka menerapkan sanksi
bagi pelaku Kekerasan terhadap PRT.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas dalam menjawab
permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis hanya membatasi
dengan membahas Kajian kriminologi Tindak Pidana Kekerasan yang
dilakukan oleh majikan terhadap PRT di Kota Palembang.
F. Kerangka teori

Dalam penulisan ini, teori yang digunakan adalah :

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, usaha penanggulangan

kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian

dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Oleh karena itu sering pula dikatakan politik atau kebijakan hukum

pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law

enforcement policy).™

0 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, Kecana, Jakarta, 2007, him. 28.
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Tujuan objektif fungsi penegakan hukum (law enforcement function)

ditinjau dari pendekatan “tata tertib sosial” (social order):**

a. Penegakan hukum “secara aktual” (the actual enforcement law)
meliputi tindakan:

1) penyelidikan-penyidikan (investigation)

2) penangkapan (arrest) — penahanan (detention)

3) persidangan pengadilan (trial), dan

4) pemidanaan (punishement) — pemenjaraan guna memperbaiki
tingkah laku individu terpidana (correcting the behaviour of
individual offender).

b. Efek “preventif” (preventive effect), fungsi penegakan hukum
diharapkan “mencegah” orang (anggota masyarakat) melakukan
tindak pidana. Malah “kehadiran” dan “eksistensi” polisi di tengah-
tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai “upaya prevensi”.
Dengan demikian “kehadiran” dan “keberadaan” polisi dianggap
mengandung preventive effect yang memiliki “daya cegah” (detterent

effort) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.

1 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Ed. 2, Cet. 14,
Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him. 95.
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Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum” menyatakan:'

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Selanjutnya, menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum:*?

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni dibatasi pada Undang-Undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan
menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, P.T.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, him. 5.
3 Ibid, him. 8.
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Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila terdapat
ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan
tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang
berpasangan, menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola
perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan.**

2. Kriminologi lahir dan berkembang menduduki posisinya yang penting
sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin, dan semakin
menarik, bergerak dalam dua roda besar yakni teori kriminologi dan
penelitian kriminologi yang terus berputar dalam perubahan pola-pola
kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa yang dipengaruhi
oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Kriminologi berusaha
memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan

untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.*®

“ Ibid, him. 7.
15 Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta
2013, him. 105.
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Teori-teori kriminologi yang digunakan dalam permasalahan kekerasan
terhadap pembantu rumah tangga, antara lain'® :
a. Differential Association Theory/ Teori asosiasi differensial

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari
melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar
norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari
tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga
motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang
memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial®’.

Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan

bahwa:

1) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan
orang lain melalui suatu proses komunikasi.

2) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam
pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang
berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.

3) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik
melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan

pembenar.

*® Ibid., him 107.

7 Fahryartlas, Teori-Teori Dalam Kriminologi, diakses pada
https://fahminooradly.wordpress.com/2013/02/14/teori-teori-dalam-kriminologi/ pada tanggal 5
Maret 2015 pukul 02.00 WIB.
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4) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas
peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.

5) Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap
peraturan  perundangan lebih suka melanggar daripada
mentaatinya.

6) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi,
durasi, prioritas dan intensitas.

7) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan
pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme
yang berlaku dalam setiap proses belajar.

8) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari
kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku
kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum
dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun
merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai
yang sama.

b. Social control theory/ teori kontrol masyarakat'®

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang

yang secara intriksik patuh pada hukum, namun menganut segi

pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak
melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan

dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di

18 1bid.,
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dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol
sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk
mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku
melanggar hukum. Ada beberapa pengertian tentang perilaku
delinkuen, M. Gold dan J. Petronio mengartikan kenakalan remaja
sebagai tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja
melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika
perbuatan itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai
hukuman.
c. Teori kekerasan

Secara harfiah kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras,
kekuatan dan paksaan. Kekerasan merupakan serangan atau
penyalahgunaan fisik tehadap seseorang Dalam kajian sosiologi
kekerasan dapat diartikan sebagai Istilah kekerasan digunakan untuk
menggambarkan perilaku, baik yang terbuka maupun yang tertutup,
baik yang bersifat menyerang ataupun bertahan, yang disertai
penggunaan kekuatan kepada orang lain®®. Oleh karena itu ada empat

jenis kekerasan yang diidentifikasikan® :

1% Audi, Robert. “The Justification of Violence”, dalam 1. Marsana Windhu, Kekuasaan
& Kekerasan Menurut Johan Galtung (Cetakan Ke-6). Penerbit Kanisius, Jogyakarta,
1992.him.105.

% Santoso Singgih, Statistik Parametrik, Cetakan Ketiga, PT Gramedia PustakaUtama,
Jakarta, 2002, him 130-131.
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1) Kekerasan Terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat secara
langsung Yyaitu berupa kekerasan fisik, seperti pemukulan.

2) Kekerasan Tertutup, kekerasan tersembunyi atau yang dilakukan
tidak secara langsung, seperti mengancam.

3) Kekerasan Agresif, kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan
sesuatu tujuan.

4) Kekerasan Defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan
perlindungan diri ( tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh

bangsa Jepang yang dianggap sebagai tindakan moral).

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Dalam
penelitian ini juga ditunjang dengan adanya penambahan berbagai unsur
empiris hal ini bertujuan agar penelitian mendapatkan hasil maksimal sesuai
dengan penulis harapkan, baik itu secara norma maupun lapangan namun yang
menjadi perhatian utama adalah penggalian norma-norma terhadap masalah

yang menjadi pokok kajian®.

2! Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum. CV.Mandar Maju,
Bandung, 2008, him. 92.
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2. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang berbentuk
deskriptif, yaitu penelitian yang menguraikan sifat-sifat dan keadaan
sebenarnya dari suatu objek penelitian. Tujuannya adalah mengumpulkan fakta
dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang
akan dipecahkan. Penelitian Deskriptif meneliti status kelompok manusia, suatu
objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada
masa sekarang?.
3. Metode Pendekatan
Skripsi ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu :
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan
Perundang-Undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan
yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini misalnya
dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-
Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang

yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.”®

22 1bid., him 93
2 Ibid, him 88.
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b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang
berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah
merupakan kasus ada di masyarakat dan yang telah memperoleh
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi) di
wilayah hukum Kota Palembang serta melalui wawancara langsung
dengan pejabat di Institusi Kepolisian Resort Kota Palembang, aktivis
di WCC kota Palembang.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.Pendekatan ini
menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk
membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan masalah yang
dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan
memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun

asas hukum yang relevan dengan permasalahan.*

? Ibid., him.3.
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4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber ahan-bahan hukum bagi penelitian hukum

mencakup® :

a. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002
Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006
tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

% Suratman dan H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Alfabeta ,
Bandung, 2013, him. 67.
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9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah
10) Konvensi ILO No0.189 dan rekomendasi No.201.
b.Bahan hukum Sekunder
Yaitu memberikan penjelasan menganai bahan hukum primer, seperti
rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum
dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam
penulisan hukum ini antara lain berupa buku-buku atau literatur yang
berkaitan atau membahas tentang kajian Kriminologi tindak pidana
kekerasan terhadap PRT.
c.Bahan Hukum Tersier
Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus,
ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah
dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan
pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, serta wawancara
langsung dengan pejabat di Institusi Kepolisian Resort Kota Palembang, aktivis
di WCC kota Palembang, metode pengumpulan data sekunder menggunakan

bahan pustaka yang berisikan informasi data primer.
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6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap
ini, penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang
nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian.?*® Terhadap bahan yang
didapat akan dilakukan analisis kualitatif yaitu menganalisis terhadap bahan-
bahan hukum yang berhubungan dengan kasus kekerasan terhadap PRT dan
dilakukan secara naturalistik atau alami sesuai dengan keadaan atau kasus
tersebut yang tidak dimanipulasi.
7. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan artinya menentukan jawaban-jawaban dari masalah
yang diajukan atas dasar pengujian secara yuridis. Dalam penelitian ini
menggunakan metode Deduktif, dimana metode deduktif adalah cara analisis
dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh
kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi
tersebut.
Metode deduktif dalam tahapan-tahapannya, sama dengan metode lain,
yaitu?’:
a. Tahapan Sepekulasi.
b.Tahapan Observasi dan klasifikasi, dan

c. Tahapan perumusan hipotesis

% Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta, 2006 , him. 251-252

7 Burhan Bungen, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Raja Grafindo Perkasa,
Jakarta, 2001, him. 155.
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